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	INFO ARTIKEL
	
	Abstract: The coincidence of Eid ('Îd) and Friday (Jum'ah) on the same day is a rare occurrence that raises significant legal questions among Muslims. This phenomenon occurred in Indonesia in 2025, causing confusion among the public due to divergent fatwas circulating in society. This study aims to analyze the shar'î arguments employed by scholars of the four major legal schools (madhabs), map the positions of contemporary scholars, and examine the legal methodology (istinbâth) of the Dewan Hisbah of Persatuan Islam (PERSIS) in determining the relevant ruling. A qualitative library research method is employed, utilizing a comparative fiqh (fiqh muqâran) approach and tarjîh analysis. The findings indicate that madhab scholars are divided into two main camps: the Hanafi and Shafi'i schools hold Friday Prayer to remain obligatory in absolute terms, while the Hanbali school grants a dispensation (rukhshah) to worshippers who have already performed the Eid prayer. The Dewan Hisbah of PERSIS, operating through its distinctive methodology of ittibâ' al-dalîl and rejection of blind imitation (taqlîd), conducts an independent tarjîh process grounded in hadith authenticity evaluation and maqâshid al-sharî'ah considerations. This study is the first to specifically document and analyze the position of PERSIS's Dewan Hisbah on this issue, while simultaneously offering an integrative analytical model combining hadith criticism, comparative fiqh, and maqâshid al-sharî'ah.
Abstrak:  Pertemuan Hari Raya ('Îd) dan hari Jum'at dalam satu waktu merupakan peristiwa langka yang menimbulkan persoalan hukum di kalangan umat Islam. Fenomena ini terjadi di Indonesia pada tahun 2025 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat akibat beragamnya fatwa yang beredar. Penelitian ini bertujuan menganalisis dalil-dalil syar'i yang digunakan ulama empat mazhab, memetakan pandangan ulama kontemporer, serta mengkaji posisi dan metodologi istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dalam menetapkan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif kepustakaan (library research) dengan pendekatan fiqih muqaran (perbandingan mazhab) dan analisis tarjîh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama mazhab terbagi dalam dua kutub utama: Hanafi dan Syafi'i mewajibkan Jum'at secara mutlak, sementara Hanbali memberikan rukhshah (keringanan) bagi jamaah yang telah menunaikan shalat 'Id. Dewan Hisbah PERSIS, dengan metodologi ittibâ' al-dalîl dan penolakan terhadap taklid mazhab, melakukan tarjîh independen berbasis kualitas sanad hadis dan pertimbangan maqâshid al-syarî'ah. Penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara khusus mendokumentasikan dan menganalisis posisi Dewan Hisbah PERSIS dalam permasalahan ini, sekaligus menawarkan model analisis integratif yang memadukan kritik hadis, fiqih muqaran, dan maqâshid al-syarî'ah.
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PENDAHULUAN 
Pertemuan dua ibadah besar dalam satu hari — shalat Hari Raya ('Îd) dan shalat Jum'at — merupakan peristiwa langka yang secara astronomis hanya terjadi beberapa kali dalam satu dekade. Pada tahun 2025, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H jatuh bertepatan dengan hari Jum'at, 28 Maret 2025. Fenomena yang sama sebelumnya terjadi pada tahun 2014 (Idul Fitri) dan 2003 (Idul Adha). Setiap kali peristiwa ini berulang, masyarakat Muslim Indonesia dihadapkan pada pertanyaan yang sama namun belum terjawab secara tuntas: apakah shalat Jum'at pada hari itu tetap wajib dilaksanakan, ataukah gugur sebab telah ditunaikannya shalat 'Id di pagi hari?
Realitas di lapangan menunjukkan keragaman sikap yang cukup mencolok. Sebagian masjid tetap melaksanakan shalat Jum'at dengan shaf yang penuh, sebagian lain mendapati shaf yang sangat jarang karena jamaah memilih tidak hadir setelah menunaikan shalat 'Id. Bahkan di beberapa wilayah, dijumpai masjid yang sama sekali tidak menyelenggarakan shalat Jum'at dengan alasan "sudah ada shalat 'Id." Keragaman sikap ini tidak hanya bersifat individual, melainkan berdampak pada soliditas ibadah jama'ah secara kolektif dan berpotensi mengganggu kesatuan umat (Mubarok, 2021).
Persoalan ini sesungguhnya bukan hal baru. Tercatat bahwa pada masa pemerintahan 'Utsmân bin 'Affân radhiyallahu 'anhu, beliau memberikan keringanan kepada jamaah yang telah menunaikan shalat 'Id untuk tidak menghadiri shalat Jum'at, seraya tetap menyelenggarakannya bagi siapa yang ingin hadir (Ibn Qudâmah, 1968). Riwayat ini menjadi titik pangkal perdebatan panjang di antara para ulama fiqih lintas mazhab yang berlangsung hingga hari ini.
Di Indonesia, perdebatan ini mengambil dimensi institusional yang kompleks. Berbagai organisasi Islam besar — Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS) — memiliki lembaga fatwa masing-masing dengan metodologi istinbath yang berbeda. Perbedaan fatwa antar lembaga ini kerap memicu kebingungan di tingkat akar rumput alih-alih diterima sebagai rahmat dalam kerangka ikhtilâf fiqhî yang sehat (Mujiburrahman, 2008). Penelitian mengenai posisi Dewan Hisbah PERSIS dalam permasalahan ini menjadi sangat urgen, mengingat PERSIS dikenal dengan karakter reformisme yang khas: menolak taklid mazhab dan mengedepankan ittibâ' al-dalîl secara konsisten (Federspiel, 1970).
Kajian-kajian yang ada tentang permasalahan ini umumnya hanya membandingkan pandangan mazhab klasik tanpa mengintegrasikan posisi Dewan Hisbah PERSIS (Syarifuddin, 2018; Nurdin, 2020). Sementara kajian tentang PERSIS bersifat historis-institusional atau terlalu umum, tidak masuk ke dalam produk fiqih yang spesifik (Hasan, 2019). Dengan demikian, terdapat research gap yang signifikan: belum ada kajian yang secara khusus menganalisis metodologi istinbath Dewan Hisbah PERSIS dalam permasalahan hukum Jum'at yang bertepatan 'Id, apalagi dalam bingkai komparatif mazhab yang sistematis.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana landasan dalil naqlî dan 'aqlî yang digunakan ulama mazhab dalam menetapkan hukum shalat Jum'at yang bertepatan Hari Raya? (2) Bagaimana pandangan komparatif ulama empat mazhab dan ulama kontemporer? (3) Bagaimana posisi dan metodologi istinbath Dewan Hisbah PERSIS? (4) Apa implikasi praktis keputusan Dewan Hisbah PERSIS bagi masyarakat Muslim Indonesia?
Novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek: secara teoritis menawarkan model analisis integratif yang memadukan fiqih muqâran, kritik hadis, dan maqâshid al-syarî'ah; secara institusional merupakan kajian pertama yang mendokumentasikan posisi Dewan Hisbah PERSIS dalam permasalahan spesifik ini; secara praktis menghasilkan analisis yang dapat menjadi rujukan bagi jamaah, pengurus masjid, dan pemangku kebijakan keagamaan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research / al-bahts al-maktabî). Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya berupa teks-teks normatif keagamaan — ayat Al-Qur'an, hadis, atsar sahabat, dan produk ijtihad ulama — yang memerlukan metode analisis tekstual mendalam, bukan pendekatan empiris kuantitatif (Zed, 2008).
Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif. Pertama, pendekatan normatif-deskriptif untuk mendeskripsikan pandangan masing-masing mazhab dan Dewan Hisbah PERSIS sesuai dengan sumber primernya. Kedua, pendekatan komparatif (muqâran) untuk membandingkan pandangan antar mazhab, antar ulama kontemporer, dan antara mazhab dengan posisi PERSIS. Ketiga, pendekatan analitis-kritis untuk mengevaluasi kekuatan argumen masing-masing pendapat berdasarkan kualitas dalil dan konsistensi metodologi (al-Zuhailî, 2007).
Sumber primer penelitian ini meliputi: (1) Al-Qur'an al-Karîm, khususnya QS. al-Jumu'ah [62]: 9 dan QS. al-Hajj [22]: 28; (2) kitab-kitab hadis utama (al-kutub al-sittah), terutama Sunan Abî Dâwûd dan Sunan Ibn Mâjah; (3) kitab induk empat mazhab: al-Mabsûth (Hanafi), al-Mudawwanah (Maliki), al-Umm dan al-Majmû' (Syafi'i), al-Mughnî dan Majmû' al-Fatâwâ (Hanbali); serta (4) dokumen resmi keputusan Dewan Hisbah PERSIS.
Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, karya ulama kontemporer seperti al-Qaradhawî (1994) dan al-Zuhailî (2007), fatwa lembaga Islam nasional (MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masa'il NU), serta fatwa lembaga internasional (Lajnah Dâ'imah Saudi Arabia).

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan berurutan. Tahap pertama adalah analisis isi (content analysis) terhadap setiap teks dalil dan pendapat ulama untuk mengidentifikasi argumen-argumen inti (al-Syâthibî, 1997). Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk memetakan persamaan, perbedaan, dan titik-titik persimpangan antar pendapat. Tahap ketiga adalah analisis tarjîh — proses penguatan dalil — untuk mengidentifikasi pendapat yang paling rajih berdasarkan tiga kriteria: kualitas sanad hadis, konsistensi metode ushul fiqih, dan kesesuaian dengan maqâshid al-syarî'ah (Ibn Taimiyyah, 1995).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Landasan Normatif: Dalil-Dalil Syar'î
Permasalahan hukum ini bertumpu pada tiga sumber normatif utama yang satu sama lain saling berinteraksi dan dalam beberapa hal saling bertegangan.
Pertama, landasan Al-Qur'an. QS. al-Jumu'ah [62]: 9 memuat perintah tegas untuk bersegera menunaikan shalat Jum'at ketika azan dikumandangkan pada hari Jum'at. Ulama Hanafi dan Syafi'i memandang ayat ini sebagai dalil qath'î al-dalâlah — tegas dan tidak mengandung kemungkinan interpretasi lain — yang tidak dapat digugurkan oleh riwayat hadis yang berstatus ahad (al-Sarakhsî, 1993). Adapun QS. al-Hajj [22]: 28 menjadi landasan syiar Hari Raya sebagai ibadah tersendiri yang bersumber dari sabab yang berbeda dari Jum'at.
Kedua, landasan hadis. Terdapat beberapa hadis kunci yang menjadi perdebatan. Hadis riwayat Abu Dawud (no. 1073) dari Zaid bin Arqam menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan telah berkumpul dua Hari Raya ('Idaani) dalam satu hari, lalu memberikan keringanan kepada siapa yang mau untuk tidak melaksanakan Jum'at. Hadis ini menjadi argumen utama kalangan Hanbali. Namun, kualitas sanad hadis ini diperdebatkan: Ibn Hazm menilainya lemah, sementara al-Albani menghasankannya. Ibn Majah juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Hurairah (Abu Dawud, t.t.; Ibn Majah, t.t.).
Ketiga, atsar sahabat. Praktik 'Utsmân bin 'Affân yang memberikan keringanan Jum'at setelah 'Id merupakan atsar yang paling kuat dijadikan hujjah oleh kalangan Hanbali. Sebaliknya, riwayat yang menyebutkan bahwa 'Alî bin Abî Thâlib dan sejumlah sahabat lain tetap melaksanakan Jum'at setelah 'Id dijadikan argumen oleh kalangan yang mewajibkan Jum'at. Perbedaan interpretasi atas atsar-atsar ini mencerminkan keluasan ikhtilaf para sahabat dalam masalah ini (Ibn Qudâmah, 1968).




Pandangan Ulama Empat Mazhab
Mazhab Hanafi berpandangan bahwa shalat Jum'at tetap wajib dilaksanakan meskipun telah menunaikan shalat 'Id. Argumentasi utamanya adalah bahwa perintah Jum'at dalam QS. 62:9 bersifat qath'î dan tidak dapat di-takhshîsh oleh hadis ahad yang diperdebatkan kualitasnya. Al-Sarakhsî (1993) dalam al-Mabsûth menegaskan bahwa mendahulukan dalil Al-Qur'an yang qath'î atas hadis ahad adalah prinsip ushul yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada rukhshah dalam mazhab ini sama sekali.
Mazhab Maliki juga berpendapat Jum'at tetap wajib secara umum, namun dengan modifikasi: terdapat keringanan bagi penduduk desa (ahl al-bawâdî) yang jauh dari masjid Jum'at dan telah menunaikan shalat 'Id. Keringanan ini didasarkan pada pertimbangan masyaqqah (kesulitan) dan kaidah al-mashlahah al-mursalah (Ibn Rusyd, 2004). Penduduk kota tidak mendapat keringanan serupa.
Mazhab Syafi'i mempertahankan kewajiban Jum'at secara mutlak dengan menggunakan argumen ta'addud al-asbâb: dua kewajiban yang lahir dari dua sebab berbeda — 'Id dari sebab masuknya bulan Syawwal atau Dzulhijjah, Jum'at dari sebab datangnya hari Jum'at — tidak dapat saling menggugurkan. Al-Nawawî (t.t.) dalam al-Majmû' menyatakan bahwa setiap ibadah memiliki independensi hukum sesuai sababnya. Mazhab ini paling tegas dalam tidak memberikan rukhshah apapun bagi siapapun.
Mazhab Hanbali mengambil posisi paling akomodatif: shalat Jum'at gugur (tidak wajib) bagi jamaah yang telah menunaikan shalat 'Id, meskipun imam tetap wajib menyelenggarakannya agar syi'ar Jum'at tidak hilang dari masyarakat. Ibn Qudâmah (1968) dalam al-Mughnî dan Ibn Taimiyyah (1995) dalam Majmû' al-Fatâwâ menjadi representasi terkuat pandangan ini. Ibn al-Qayyim (1994) dalam Zâd al-Ma'âd menambahkan bahwa kebijakan 'Utsmân bin 'Affân merupakan sunnah yang mengikat, bukan sekadar pendapat pribadi.
Pandangan Ulama dan Lembaga Kontemporer
Di tingkat internasional, Lajnah Dâ'imah li al-Buhûts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ' Arab Saudi dalam beberapa fatwanya (no. 2358 dan 4029) cenderung mengadopsi pandangan Hanbali: Jum'at gugur bagi jamaah yang telah shalat 'Id, tetapi imam wajib menyelenggarakannya. Syaikh Ibn Bâz mendukung pandangan ini dengan alasan bahwa hadis-hadis rukhshah telah mencapai derajat yang cukup untuk dijadikan hujjah (Lajnah Dâ'imah, 2003). Yûsuf al-Qaradhawî (1994) mengambil posisi moderat: ia membolehkan tidak hadir Jum'at bagi yang telah shalat 'Id, namun sangat menganjurkan untuk tetap hadir demi menjaga syi'ar Islam dan solidaritas umat.
Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa yang tegas dan mengikat dalam permasalahan ini, melainkan mengimbau masyarakat untuk mengikuti pandangan ulama setempat. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) cenderung pada pandangan yang memberikan keringanan dengan merujuk pada hadis-hadis Hanbali, meski dengan catatan metodologis tersendiri (PP Muhammadiyah, 2009). Sebaliknya, Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) konsisten mengikuti mazhab Syafi'i dengan menyatakan bahwa Jum'at tetap wajib dilaksanakan (Mubarok, 2021).
Posisi dan Metodologi Istinbath Dewan Hisbah PERSIS
Dewan Hisbah adalah lembaga fatwa tertinggi dalam struktur organisasi Persatuan Islam (PERSIS) yang bertugas menetapkan hukum Islam melalui sidang ijtihad kolektif (ijtihad jamâ'î). Berbeda dari mazhab-mazhab klasik maupun lembaga fatwa lainnya, Dewan Hisbah secara eksplisit menolak taklid terhadap mazhab manapun dan menjadikan ittibâ' al-dalîl — mengikuti dalil secara langsung — sebagai prinsip metodologis utamanya (Federspiel, 1970; Ahmad Hasan, 1985).
Dalam permasalahan Jum'at bertepatan 'Id, metodologi Dewan Hisbah PERSIS dapat diidentifikasi melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah seleksi dan tashîh hadis: Dewan Hisbah melakukan verifikasi kualitas sanad setiap hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini secara mandiri, tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian ulama mazhab. Dalam hal ini, hadis Zaid bin Arqam yang menjadi hujjah utama Hanbali dinilai melalui standar ilmu hadis yang ketat. Tahap kedua adalah tarjîh: setelah seleksi hadis, Dewan Hisbah melakukan penimbangan dalil-dalil yang mukhtalif (berbeda) untuk menemukan yang paling rajih. Tahap ketiga adalah pertimbangan maqâshid: keputusan tidak hanya didasarkan pada kekuatan formal dalil, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat, termasuk pemeliharaan syi'ar 'Id dan Jum'at sebagai dua ibadah kolektif yang masing-masing memiliki fungsi sosial-spiritual yang tidak dapat diabaikan (al-Syâthibî, 1997).
Keputusan resmi Dewan Hisbah PERSIS tentang masalah ini — sebagaimana tercatat dalam dokumen sidang — merumuskan ketentuan bahwa pelaksanaan kedua ibadah tersebut harus dipertimbangkan secara holistik dengan tidak mengabaikan syi'ar salah satunya, seraya memberikan panduan teknis bagi imam dan jamaah. Analisis terhadap keputusan ini menunjukkan bahwa PERSIS tidak sepenuhnya mengikuti satu mazhab manapun, melainkan melakukan sintesis independen yang mempertimbangkan kekuatan dalil, praksis sahabat, dan pertimbangan maqâshid secara integratif (Dewan Hisbah PERSIS, t.t.).
Analisis Komparatif Kekuatan Dalil Antar Mazhab
Perbedaan pendapat antar mazhab pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan metodologis fundamental: apakah hadis ahad dapat men-takhshîsh (mengkhususkan) keumuman perintah Al-Qur'an yang qath'î? Hanafi dan — dalam tafsir yang lebih ketat — Syafi'i menjawab tidak, sehingga perintah Jum'at dalam QS. 62:9 tetap berlaku tanpa pengecualian. Hanbali menjawab ya, dengan argumen bahwa hadis-hadis tentang rukhshah Jum'at bertepatan 'Id telah mencapai derajat yang sufficient dan didukung oleh praktik sahabat yang bersifat ijmâ' sukûtî (Ibn Taimiyyah, 1995).
Kelemahan argumen Hanafi-Syafi'i terletak pada kecenderungan mengabaikan sunnah yang secara historis memang ada dan dipraktikkan sahabat. Sementara kelemahan argumen Hanbali terletak pada persoalan kualitas sanad hadis-hadis rukhshah yang masih diperdebatkan. Mazhab Maliki menawarkan solusi moderat yang mempertimbangkan konteks, namun pembatasan pada ahl al-bawâdî sulit diterapkan dalam konteks perkotaan modern di Indonesia.
Dari sudut pandang maqâshid al-syarî'ah, al-Syâthibî (1997) mengajarkan bahwa setiap hukum harus mempertimbangkan tujuan di baliknya. Shalat Jum'at memiliki dimensi ijtimâ'iyyah (sosial-kemasyarakatan) yang sangat kuat: ia adalah momen penyatuan umat setiap pekan. Demikian pula shalat 'Id. Apabila keduanya bertemu dalam satu hari, pertanyaannya bukan sekadar mana yang lebih kuat secara formal, melainkan bagaimana memastikan keduanya dapat menjalankan fungsi maqâshid-nya secara optimal.
Keunikan Metodologi Dewan Hisbah PERSIS
Keunikan Dewan Hisbah PERSIS dalam permasalahan ini dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, independensi dari taklid mazhab: berbeda dari NU yang konsisten mengikuti Syafi'i atau Muhammadiyah yang cenderung ke Hanbali, Dewan Hisbah melakukan evaluasi dalil secara mandiri tanpa terikat pada otoritas mazhab tertentu. Ini menjadikan keputusannya lebih fleksibel namun sekaligus lebih rentan terhadap kritik karena tidak bernaung di bawah tradisi mazhab yang mapan (Federspiel, 1970).
Kedua, standar kesahihan hadis yang ketat: PERSIS dikenal dengan komitmennya terhadap hadis-hadis yang berkualitas sahih dan menolak berhujjah dengan hadis yang lemah. Dalam permasalahan ini, standar tersebut diterapkan secara konsisten dalam mengevaluasi hadis-hadis rukhshah. Ketiga, integrasi maqâshid: meskipun PERSIS dikenal sebagai gerakan yang tekstualis, Dewan Hisbah dalam praktiknya mempertimbangkan dimensi maqâshid terutama dalam konteks ibadah yang memiliki dimensi sosial (Ahmad Hasan, 1985).
Implikasi Praktis bagi Masyarakat Muslim Indonesia
Keputusan Dewan Hisbah PERSIS memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi setidaknya tiga kelompok. Pertama, bagi jamaah PERSIS: keputusan ini memberikan panduan yang jelas dan berwibawa berdasarkan kajian dalil yang mendalam, sehingga jamaah tidak perlu tergantung pada informasi yang beredar di media sosial yang seringkali tidak bertanggung jawab. Kedua, bagi pengurus masjid: panduan teknis tentang penyelenggaraan shalat Jum'at pada hari 'Id memberikan kepastian bagi takmir masjid dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketiga, bagi lembaga keagamaan: kajian ini menunjukkan bahwa PERSIS dengan metodologi istinbath-nya yang khas dapat berkontribusi dalam diskursus fiqih nasional, bukan hanya sebagai pemain internal di kalangan anggotanya sendiri (Mujiburrahman, 2008).
Dari perspektif yang lebih luas, perbedaan pendapat antar lembaga fatwa dalam permasalahan ini seharusnya dikelola melalui dialog akademis yang produktif, bukan melalui klaim kebenaran sepihak. Prinsip ikhtilâf rahmah — bahwa perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyyah adalah rahmat — perlu terus ditanamkan di masyarakat (al-Qaradhawî, 1994). Dalam konteks ini, kajian ilmiah seperti yang dilakukan dalam penelitian ini dapat menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai pendapat dalam bingkai akademis yang objektif.

SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini telah menghasilkan beberapa temuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, landasan dalil permasalahan hukum shalat Jum'at bertepatan Hari Raya terdiri dari tiga sumber yang saling berinteraksi: perintah qath'î Al-Qur'an (QS. 62:9), hadis-hadis tentang rukhshah Jum'at setelah 'Id yang kualitasnya diperdebatkan, dan atsar sahabat yang beragam. Perbedaan cara membaca ketiga sumber ini menghasilkan perbedaan pendapat yang fundamental di antara para ulama.
Kedua, terdapat dua kutub utama dalam pandangan mazhab: Hanafi dan Syafi'i mewajibkan Jum'at secara mutlak berdasarkan qath'iyyah perintah Al-Qur'an, sementara Hanbali memberikan rukhshah kepada jamaah yang telah shalat 'Id berdasarkan hadis dan atsar sahabat. Maliki menempati posisi moderat dengan mempertimbangkan konteks geografis. Di tingkat kontemporer, lembaga-lembaga Islam internasional dan nasional juga terpolarisasi mengikuti dua kutub tersebut.
Ketiga, Dewan Hisbah PERSIS — dengan metodologi ittibâ' al-dalîl, tarjîh berbasis kualitas sanad, dan pertimbangan maqâshid al-syarî'ah — menghasilkan keputusan yang bersifat independen dari taklid mazhab manapun. Keunikan metodologi ini menjadikan posisi PERSIS sebagai kontribusi yang distinctive dalam diskursus fiqih Indonesia.
Keempat, implikasi praktis penelitian ini mencakup: (a) panduan bagi jamaah PERSIS dalam menyikapi permasalahan ini dengan dalil yang jelas; (b) referensi bagi pengurus masjid dalam mengambil keputusan teknis; (c) kontribusi akademis bagi kajian fiqih muqaran dan studi tentang lembaga fatwa di Indonesia.
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada akses langsung terhadap seluruh dokumen sidang Dewan Hisbah PERSIS, sehingga penelitian lanjutan yang melibatkan wawancara mendalam dengan anggota Dewan Hisbah dan analisis dokumen internal sangat direkomendasikan. Selain itu, kajian lapangan tentang bagaimana keputusan Dewan Hisbah direspons dan dipraktikkan oleh jamaah PERSIS di berbagai daerah akan memberikan dimensi sosiologis yang melengkapi analisis normatif dalam penelitian ini.
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